PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 51 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 113
TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! JAWA BARAT

Menimbang :

Mengingat

GUBERNUR JAWA BARAT,

bahwa organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan
Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, telah
ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113
Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2012;

bahwa untuk mendukung pengelolaan rumah susun sederhana sewa
yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerjasama
dengan Pemerintah Pusat, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis
pada Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat:

bahwa berdasarkan dengan pertimbangan pada huruf a dan huruf b,
perlu dilakukan perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa
Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur
Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli
1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai
Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);




Menetapkan

10.

2

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 20 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 55);

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan
Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) (Berita Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2009 Nomor 148 Seri D);

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 186 Seri D) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa
Barat Nomor 68 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 68 Seri D);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 113 TAHUN 2009
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA BARAT.




Pasal |

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa
Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009
Nomor 186 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun
2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa
Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012
Nomor 68 Seri D), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan ayat
(1a), sebagai berikut:

(1a) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPTD pada
Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat.

2. Ketentuan Pasal 2, setelah ayat (2) ditambahkan ayat (2a),
sebagai berikut :

(2a) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1a) tercantum dalam Lampiran X.B1, yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

3. Ketentuan Pasal 3, setelah huruf b ditambahkan huruf b1,
sebagai berikut;

b1. Balai Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Jawa Barat,
meliputi :

1. Sub Unit Rumah Susun Umum Sederhana Sewa; dan
2. Sub Unit Pengelolaan Rumah Murah

4. Pada BAB IV Bagian Kesepuluh, ditambahkan Paragraf 2a dan

Pasal 82a, sebagai berikut :

Paragraf 2a
Balai Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Jawa Barat

Pasal 82a

Susunan Organisasi Balai Pengelolaan dan Pelayanan

Perumahan Jawa Barat, terdiri dari :

a. Kepala;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

d. Sub Unit Pelayanan,.




Pasal Il
Peraturan Gubernur ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Agustue 201%

R JAWA BARAT,

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 16 sgustus 2013
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BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 51SERI ®




LAMPIRAN X.B1 PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR - 51

TANGGAL : 14 Asustus 2013

TENTANG : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 113 TAHUN 2009 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERUMAHAN JAWA BARAT

KEPALA

SUBBAGIAN
TATA USAHA
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